BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 202

1 NOMOR 38

PERATURAN BUPATI EAMPAR
NOMOR 3% TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 37
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KAMPAR

TAHUN 2021

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2021




5 SALINAN
{ J

BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Menimbé1n g

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KAMPAR,

a. Bahwa sehubungan dengan Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2021 terjadi pergeseran

kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan,
penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif,
penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu
kegiatan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun
berjalan, dan / atau keadaan darurat dan keadaan luar
biasa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
[Perundang-undangan, maka perlu Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun
2021;

Bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Kampar Tahun 2021 disusun sebagai

landasan untuk Penyusunan Kebijakan Umum
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021 dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar
Tahun Anggaran 2021;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kampar Nomor 37 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar

Tahun 2021;
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Unidang Undang  Nomer 17 Tahun 4003 tentang
Ketiaiigan Negara (Lembaran Negara Japlilik Induoriesia
Vahny 2003 Nopr, A7 Tambahan Negara Numor A 4H6);

Undang:Undang Nomor | Tahun 2004  (entank
Perhenidahiarani Nogara (Leimbaran fappiblik Indunesia
Tahun 2004 Nomor &, Tambahan |embaran Negars

Nummor AA80)

Pahun 2004 tentnng Hislem
ambaran Negard

Pereneanaan Pepibanginan Naslonal (1
|46, tambahan

fepublik Indonesia Tahun 4004 Nomot
Lembaran Negara Nomor 4421);
Undang:Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencans
Pembanginan Jangha Panjan Nasional Tahun 4006 =
2020 (Lembaran Negara Naimlﬂlk indonesia Tahun 2007
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara pepubll

Indonesia Namor 4700}

Undangsindang  Nomor 49 Tahun 2014 tentang
Pemerintall  Daerah  (Lembaran Nogara  Nepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Fambahan Lembaran
Negara Nepublil indonesala Nomor HHNT) sebagaimana
telah divbah beberapa kall terakhir dengan Updang
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pertbahan Redua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talun 20186 Nomor B, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Paraturan Pemerintah Nomor I8 Tahun 2016 tentang
Peranghkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor HHN7) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor 6402);

Poraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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atam Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 80 (Hetlia
Negara Republik donesis Tahun 2018 Nowor 187)

1 I‘m'nturm‘\ Mentert Dalam Negert Nomor 86 Tahiun 4017
h"nlmm lata Carg Perencanaan, Pengendalinn  Dan
Evaluasi Pembangiinan Daerah, Tata Carn Bvalissl
Rancangan Peratiiran  Daerah Tentang  Rencana
Pembangiinan Jangka Panjang Daerali Dan Rencans
I:r-mlmnmnmn Jangka Menengah Daerah, Borta Tata
Cara Perubalian Renoana Pembangunan Jangha Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daeraly (Herita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312),

12, Peramrap Menteri Dalam Negerl Nomor 70 Tahun 2019
tontang ‘Sistem Informasl Pemerintah Daerah (Herita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasl, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang  Pedoman  Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahur] 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam
Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 19 (Covid 19) dan Dampaknya;



Menetapkan

17,

18.

19,

20.

21.

22.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/202] tentang
Pengelolnan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan

Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19) dan
Dampaknya;
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017

Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Riau Nomor 12);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran
Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 dan
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 20);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah - Kabupaten  Kampar.(Lembaran  Daerah
Kabupaten Kampar Tahun 2016 nomor 6), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kampar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah  Kabupaten  Kampar.(Lembaran  Daerah
Kabupaten Kampar Tahun 2019 nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-
2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017
Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI KAMPAR TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 37 TAHUN
2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021.



Pasal |

Perubahan Rencana Kerda Pemerintah Daerah, vang
selaniutnye disingkat P RKPD, merupakan dokRumen
perencanaan daerah vang mempunyal kedudukan yang
strategin untuk mengembatant antara  perencanaan
strategis jangka menengah dengan perencanaan dan
penganggann tahunan sertn sebagai landasan
Penvusunan Kebjakan Umum Perubahan APRBD (KUPA)
dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P
PPAS)  untuk  menyusun Rancangan Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD)
Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021

Pasal 2

Perubahan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2021 lebih
lanjut dirinci dalam lampiran Peraturan Bupati dan

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini terdiri dari :

Bab l. Pendahuluan

Bab Il Evaluasi Hasil Triwulan Il Tahun 2021

Bab lll. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab VI, Penutup

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,‘ maka

semua  ketentuan  sebelumnya  yang mengatur
Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kampar dinyatakan tidak berlaku.
. Pasal 4

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
' Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



y Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 8 Agustus 2021
BUPATI KAMPAR,
ttd
CATUR SUGENG SUSANTO
Diundangkan di Bangkinang

pada tanggal 8 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

@ ttd

YUSRI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 38

3alinan sespai dengan aslinya
VALA BALIAN HUKUM




